
 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 48/Permentan/OT.140/9/2011 

TENTANG 
PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak asli 

dan/atau lokal secara nasional, diperlukan ketersediaan bibit ternak 
yang berkualitas dan berkelanjutan; 

b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan bibit ternak berkualitas, perlu 
dilakukan pembibitan ternak dalam suatu wilayah sumber bibit 
yang memenuhi kriteria wilayah sumber bibit; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta sebagai pelaksanaan Pasal 
14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pewilayahan 
Sumber Bibit, dengan Peraturan Menteri;  

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha 
Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3102); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
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Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 
10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEWILAYAHAN 

SUMBER BIBIT. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pewilayahan sumber bibit adalah serangkaian kegiatan untuk memetakan suatu 

wilayah dengan agroekosistem tertentu sebagai wilayah sumber bibit. 
2. Wilayah sumber bibit adalah suatu wilayah agroekosistem yang tidak dibatasi oleh 

wilayah administratif pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan 
bibit dari jenis, rumpun, atau galur ternak tertentu. 

3. Jenis ternak yang selanjutnya disebut jenis adalah sekelompok ternak yang memiliki 
sifat dan karakteristik genetik sama, dalam kondisi alaminya dapat melakukan 
perkawinan untuk menghasilkan keturunan. 

4. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu 
spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada 
keturunannya. 

5. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam 
satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan 
pemuliaan atau perkembangbiakan. 

6. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul 
dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 

7. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak. 
8. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia dan proses 

domestikasinya terjadi di Indonesia. 
9. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah 

dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah 
beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. 
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10. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan 
kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kriteria Wilayah Sumber Bibit, 
Tata Cara Penetapan Wilayah Sumber Bibit, Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit, dan 
Pembinaan serta Pengawasan. 

 
BAB II  

KRITERIA WILAYAH SUMBER BIBIT 
 

Pasal 3 
(1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus berstatus bebas dari 

penyakit hewan menular. 
(2) Wilayah yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus tetap menerapkan tata cara biosekuriti.  
(3) Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya dilakukan pada setiap 

kelompok yang ada di wilayah yang ditetapkan.   
 

Pasal 4 
(1) Selain harus berstatus bebas dari penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit apabila 
memenuhi kriteria.  

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. jenis, rumpun atau galur;  
b. agroklimat; 
c. kepadatan penduduk;  
d. sosial ekonomi; 
e. budaya; dan 
f. ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 5 

(1) Jenis, rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang 
dapat dimuliabiakkan dalam wilayah sumber bibit harus ternak asli atau ternak lokal 
dan dikembangkan secara murni. 

(2) Jenis, rumpun atau galur yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
populasinya harus lebih dominan dari populasi jenis, rumpun, atau galur ternak 
lainnya. 

(3) Rumpun atau galur yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
lebih dari satu dan harus berbeda jenisnya sepanjang tidak saling menyebabkan 
penyebaran suatu penyakit hewan. 

(4) Struktur populasi dalam satu rumpun atau galur harus mengutamakan keseimbangan 
jumlah jantan dan betina produktif dalam suatu wilayah sumber bibit. 

 
Pasal 6 
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(1) Agroklimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi sumber 
pakan, daya dukung pakan, kesesuaian lahan, topografi dan kapasitas tampung. 

(2) Agroklimat untuk wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dihitung secara kumulatif. 
 

Pasal 7 
(1) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada 

suatu wilayah sumber bibit harus memerhitungkan rasio jumlah penduduk dan luas 
wilayah. 

(2) Perhitungan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. 
 

Pasal 8 
(1) Sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi: 

a. pengalaman beternak;  
b. ketersediaan kelembagaan ekonomi; dan  
c. ketersediaan kelembagaan sosial. 

(2) Pengalaman beternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan 
berdasarkan keterampilan beternak. 

(3) Ketersediaan kelembagaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi koperasi, perbankan, dan/atau pasar.  

(4) Koperasi, perbankan, dan/atau pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada 
dalam satu wilayah untuk mendukung kegiatan pembibitan kelompok peternak.  

(5) Ketersediaan kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi kelompok peternak, asosiasi, atau organisasi profesi. 
 

Pasal 9 
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tradisi masyarakat 
dalam beternak dan pola pemeliharaan ternak. 

 
Pasal 10 

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f 
meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  

 
Pasal 11 

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, usulan penetapan calon 
wilayah sumber bibit harus dilengkapi paling kurang profil wilayah dan program 
pemuliaan ternak yang akan dimuliabiakkan. 

 
Pasal 12 

Kriteria wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) seperti 
tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 
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